SUARA PEMRED

Apr @] Jun | Jul | Agust [ sept [ Ot | 7.’9@

ﬂ 9 |10[11[12]13[14[ 15[ 16[17[fF 19[20]21]27]

PONTIANAK
| Kamty
dap
Kee
setuj
Smart Cj

Edl
kan men
anak,

(UMB) menja
| daerah" jelas

Pontianak, Selasa (17/5),

;‘ tak hanya men

® Baca Halaman 11

| Raperda PBG Tingkatkan

e SP - Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi
ars l:“yampalkan pendapat akhirnya terha-
Pat Rancangan Peraturan paerah (Raperda),
Mpat Raperda tersebyt dj antaranya tentang Per-
Uan Bangunan Gedung (PBG), ketenagakerjaan,
ty dan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL).
menyebut, masing-masing Raperda diharap-
Ingkatkan kualitas pembangunan di Ponti-

E. uii‘\‘embu.'.l PBG itu dalam rangka Undang-Undang

Pta Kerja, yang tadinya Izin Mendirikan Bangunan
di PBG. Supaya ada pemasukan untuk
Nya di Ruang Rapat Paripurma DPRD

) Edi memaparkan, beberapa peraturan dibuat
R Batur upah minimum saja, seperti
| Raperda tentang ketenagakerjaan, Dia menerang:

kan, hubungan antar pekerja
‘maupun kepada pihak peng-
‘8una jasa juga harus dikuat-
an dalam Raperda itu. Se-
lain itu, perlunya payunghu-
kum Pontianak Smart City
untuk memudahkan pelak-
sanaannya secara teknis.
“Kemudian  penataan
dan pemberdayaan PKL. Se-
laku kota jasa dan perdagan-
gan, kita harapkan masyara-
kat bisa berjiwa enterpre-
neur namun juga menjadi
bagian pembangunan Kota
Pontianak,” ungkap dia.
Dengan  disetujuinya
empat Raperda tersebut,
tentunya akan jadi landasan

bagi aparatur daerah dalam
melayani masyarakat. Lebih
lagi, Edi berharap, Raperda
tersebut dapat mendorong
masyarakat khususnya
pelaku usaha untuk berpar-
tisipasi dalam pembangunan
di Kota Pontianak.

“Empat buah Raperda
ini sangat penting sebagai
bahan dalam pelaksanaan
secara teknis,” tutupnya.

Ketua DPRD Pontianak,
Satarudin  menambahkan,
pihaknya bekerja maksimal
untuk menciptakan Raperda
ini. Menurut dia, hal itu di-
lakukan demi kepentingan
masyarakat Pontianak. ,

Retribusi

PENGESAHAN —Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtang
pimpinan DPRD Pontianak foto menandata
Raperda PBG menjadi Perda.

“Apalagi Raperda PBG
itu sangat penting. Dengan
adanya Raperda ini, bisame-
narik retribusi,” ucap dia.

Dia meminta Pemkot
Pontianak untuk menyiap-
kan Peraturan Walikota
(Perwa) yang berkaitan den-
gan Raperda tersebut. Mskl
dalam perjalanannya, lan-
jut Satarudin, perancangan
Perda ini akan melalui tahap
evaluasi terlebih dahulu

oleh Gubernur Kalimantan:

Barat, sebelum akhirnya
disahkan. “Kalau pun nanti

ditemukan masalah, maka
kita akan diskusi lagi,” pung-
kesnya. (din)
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